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MOTTO 

 

“Hati-hatilah saudaraku. 

Hubungan yang meski berdasar saling suka,saling cinta, saling sayang,  

belumlah dianggap legal sebelum disahkan dengan akad nikah yang sakral. 

Pernikahan barulah pintu masuk untuk menghalalkan cinta”.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
Ahmad Rifa’i Rif’an, 2016, Ya Allah, Siapa Jodohku?, Jakarta: Elex Media Komputindo, 

hlm. 27.  
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RINGKASAN 

 

Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya tidak pernah akan 
terlepas dari interaksi terhadap manusia yang lain, kebutuhan akan interaksi yang 
demikian diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hidupnya agar 
senantiasa menjadi manusia yang berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi 
manusia lain disekitarnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut dapat diwujudkan 
berupa hubungan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan 
dipenuhinya berbagai persyaratan dalam melangsungkan perkawinan yang salah 
satunya yakni syarat untuk memenuhi batas usia minimal dalam melangsungkaan 
perkawinan dimana hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni untuk pria 19 (sembilan 
belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, tetapi dalam hal penyimpangan 
terhadap pasal tersebut dapat dimintakan suatu dispensasi perkawinan ke 
Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk seperti yang tercantum dalam Pasal 7 
ayat (2). Dispensasi perkawinan tersebut tentu saja merupakan suatu hal yang 
dapat dijadikan jalan bagi pasangan usia muda untuk kawin. Sehingga dari hal 
inilah dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni Pertama, Bagaimana 
pengaturan Dispensasi Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) apabila dikaitkan 
dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, Kedua, Apakah akibat hukum permohonan Dispensasi Perkawinan 
yang di tolak oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk. 

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan 
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 
Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan 
dalam skripsi ini, yakni Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Historis atau 
Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Bahan hukum yang digunakan yakni 
bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, 
bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan pendapat para ahli serta bahan 
non hukum yang meliputi kamus hukum dan berbagai bahan yang diambil dari 
internet, sedangkan analisis terhadap bahan hukum tersebut yakni menggunakan 
metode Deduktif. 

Hasil penelitian ini terdiri atas dua hal. Pertama, dengan diaturnya pasal 7 
ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan maka hal ini secara tidak langsung telah 
menghilangkan fungsi dari pengaturan dalam pasal 7 ayat (1) yang menerangkan 
mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, selain itu 
dispensasi perkawinan tersebut juga mendorong maraknya perkawinan usia dini di 
Indonesia karena dengan adanya penetapan dispensasi perkawinan tersebut 
semakin membuka peluang bagi para pasangan usia muda untuk kemudian 
berbondong-bondong meminta penetapan dispensasi perkawinan. Kedua, 
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penolakan atas permohonan dispensasi perkawinan akan berdampak secara logis 
bagi para pasangan, untuk pasangan yang sebelumnya tidak hamil dapat 
menyebabkan para pasangan menempuh jalur lain untuk kawin yakni perkawinan 
secara siri ataupun juga penolakan terhadap pasangan yang telah hamil hal ini 
secara jelas akan membuat anak yang dikandung nanti lahir tanpa memiliki ayah 
yuridis sehingga anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin. 

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini yakni memandang tujuan 
yang sejatinya ingin dicapai dalam pengaturan dispensasi perkawinan, karena 
dalam tahap pelaksanaannya lebih melindungi para pasangan usia muda untuk 
melangsungkan perkawinan, maka jelas hal ini akan menimbulkan suatu 
kemudharatan yang sangat besar, terlebih lagi pengaturannya secara jelas 
menyimpangi batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dan norma 
yang diatur juga masih banyak menimbulkan kerancuan sehingga dalam hal ini 
sudah seharusnya pasal yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan tersebut 
dicabut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya tidak pernah akan 

terlepas dari interaksi terhadap manusia yang lain, kebutuhan akan interaksi yang 

demikian diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hidupnya agar 

senantiasa menjadi manusia yang berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi 

manusia lain disekitarnya. Bentuk dari interaksi tersebut dapat diwujudkan dengan 

berbagai aktivitas hidup seperti diskusi, gotong royong, hubungan lewat 

perjanjian maupun hubungan yang dibangun melalui perkawinan, adapun salah 

satu dari hubungan-hubungan tersebut dimana manusia dalam setiap kehidupan 

pasti akan menemuinya yakni hubungan dalam perkawinan.  

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dimana hal ini 

dipandang sebagai suatu sarana oleh setiap orang untuk mencapai salah satu 

tujuan hidupnya yakni kebahagiaan yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, sebagaimana hal ini tercantum dalam pengertian perkawinan itu 

sendiri tepatnya pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. 

Terkait dengan pengertian tersebut di atas maka dalam hal mencapai tujuan 

yang sakral dalam perkawinan dibutuhkan suatu persyaratan yang cukup dan 

harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, syarat perkawinan yang dimaksud salah 

satunya yakni berkaitan dengan batas usia dimana negara telah menetapkannya 

dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua 

orang tua”. 
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Hal tersebut secara tegas memberi batasan minimal yakni 21 (dua puluh 

satu) tahun bagi seorang pria maupun wanita untuk melangsungkan perkawinan, 

tetapi pasal tersebut masih memberikan pengecualian yakni bagi pasangan 

dibawah usia tersebut dapat melangsungkan perkawinan dengan meminta izin 

kedua orang tua, batas usia yang mengharuskan izin yang demikian tercantum 

dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pertimbangan batas usia yang 

demikian ini selaras dengan penjelasan umum huruf (d) yang menganut prinsip 

bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan 

perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berdasarkan pemikiran 

ini, Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia kawin tersebut.2  

Pada tahap pelaksanaan, batas usia tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi, 

banyak penyimpangan yang terjadi sehingga menyebabkan perkawinan dalam 

usia dini, perkawinan yang demikian secara formal tidak dibenarkan karena 

menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, batas usia telah ditentukan yakni  untuk warga negara yang akan 

melangsungkan pernikawinan khusus laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun 

dan untuk Perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Pada kenyataannya, 

peraturan tersebut hanyalah dipandang sebagai karya dewan legislatif belaka dan 

tidak disertai dengan penerapan yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat.  

Ternyata apabila dirunut lebih dalam lagi ada suatu hal yang patut menjadi 

sorotan yakni mengapa negara begitu mudah dalam memberi izin bagi pasangan 

dibawah umur ini untuk melangsungkan perkawinan, maklum saja karena selain 

negara menentukan batas usia perkawinan tersebut disisi lain negara juga 

mengatur mengenai dispensasi perkawinan tepatnya pada Pasal 7 ayat  (2) yang 

menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 

                                                           
2Taufiqurrahman Syahuri, 2013, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

hlm. 176. 
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meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” 

Dispensasi Perkawinan dalam pasal tersebut dapat diajukan ketika seorang 

pria dan wanita yang ingin kawin tetapi belum mencapai usia yang ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dimana dalam awal perumusannya 

batas usia ini telah ditetapkan dengan matang. Kebijakan pemerintah dalam 

menetapkan batas usia minimal perkawinan ini tentunya melalui proses dan 

berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar 

siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.3 Dengan ini, pengaturan 

dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut dapat 

dikatakan sebagai pemberi jalan terhadap pasangan dibawah umur untuk 

melangsungkan suatu perkawinan dengan cara meminta penetapan dispensasi ke 

pengadilan atau pejabat lain yang diberikan wewenang untuk itu, terlebih lagi hal 

yang memudahkan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan dibawah 

umur ini yakni ketentuan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang banyak ditemui suatu kejanggalan seperti 

tidak tegasnya syarat ataupun juga batasan dalam pengajuan dispensasi 

perkawinan serta pihak yang ditunjuk untuk memberikan disepensasi perkawinan 

juga masih rancu antara pengadilan dan pejabat lain yang diberikan wewenang 

untuk itu. 

Selain itu, adanya pengaturan dispensasi perkawinan tersebut tidak hanya 

memudahkan dalam hal prosedur pengajuan penetapan saja tetapi dengan 

munculnya rumusan Pasal 7 ayat (2) perihal dispensasi perkawinan tersebut 

berarti pasangan dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal 

ini juga tidak perlu menunggu sampai mereka dewasa atau mencapai batas 

minimal yakni pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun 

karena dengan dispensasi perkawinan telah cukup memenuhi syarat untuk 

dijadikan bukti bahwa mereka telah dewasa.  

                                                           
3Mufidah, 2010, Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga, Malang: UIN-

MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), hlm. 155. 
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Berdasarkan analisa diatas, permasalahan hukum yang muncul yakni dengan 

diaturnya dispensasi perkawinan tersebut apakah tidak membuat sia sia ketentuan 

pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia perkawinan dan apakah aturan 

tersebut akan efektif dalam penerapannya, padahal apabila dimaknai lebih dalam 

lagi kandungan dari pasal 7 ayat (1) tersebut memberikan amanat yakni mencegah 

perkawinan dalam usia dini dengan batasan usia yang telah tegas ditetapkan, 

tetapi disisi lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah 

secara legal mengatur terhadap penyimpangan batas usia tersebut yakni dengan 

bentuk dispensasi perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang ini sehingga mempermudah terhadap pasangan dibawah umur 

untuk melangsungkan perkawinan. Selain dikabulkannya suatu permohonan 

dispensasi perkawinan tersebut menimbulkan suatu permasalahan, ternyata 

ditolaknya suatu dispensasi perkawinan juga menimbulkkan akibat hukum yang 

logis terhadap para pasangan walaupun syarat dan ketentuan dalam hal 

permohonan dispensasi perkawinan memudahkan bagi para pasangan muda untuk 

mendapatkan penetapan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa permohonan 

dispensasi juga dapat ditolak oleh pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk 

berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik 

untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis 

Terhadap Ketentuan Dispensasi Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan Dispensasi Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) apabila 

dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan ? 

2. Apakah akibat hukum permohonan Dispensasi Perkawinan yang di tolak oleh 

Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian skripsi ini menyangkut 2 (dua) hal yakni tujuan 

umum dan tujuan khusus: 

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan yang diperlukan 

dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember; 

2. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

dalam penulisan karya tulis ilmiah dibidang hukum; 

3. Untuk memberikan sumbangan berpikir dalam bidang keilmuan hukum 

sehingga dapat memberikan manfaat terhadap almamater tercinta serta 

masyarakat pada umumnya. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan Dispensasi Perkawinan dalam 

Pasal 7 ayat (2) apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum permohonan Dispensasi 

Perkawinan yang di tolak oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, 

karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti 

penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu 

jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-

acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-

pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak 

terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara 

tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.4 Metode penelitian merupakan suatu 

hal yang sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Hal ini dijadikan 

                                                           
4Johnny Ibrahim, 2008, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia Publishing, hlm. 294.  
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pedoman dalam menganalisa permasalahan agar dapat diperoleh suatu kesimpulan 

terakhir yang mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, 

pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum. 

 

1.4.1 Tipe Penelitian 

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah 

kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang 

digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan 

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif.5 Titik fokusnya berada pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau 

norma-norma yang berlaku pada hukum positif dan kemudian dihubungkan dalam 

permasalahan yang terdapat dalam pembahasan, permasalahan tersebut terutama 

mengenai kelonggaran aturan hukum yang ditunjukkan oleh ketentuan batas usia 

minimal perkawinan dimana peluang untuk dilanggarnya ketentuan tersebut 

sangat besar mengingat diaturnya dispensasi perkawinan dalam ketentuan lebih 

lanjutnya. 

 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-

undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

dan Pendekatan Historis atau Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Oleh 

karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, 

maka pendekatan yang digunakan salah satunya yakni Pendekatan  Perundang-

undangan (Statute Approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian 

peraturan perundang-undnagan yang berhubungan dengan tema sentral 

penelitian.6 Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum 

                                                           
5Ibid, hlm. 295.  

6Ibid, hlm. 295.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 
 

 
 

yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti 

harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai 

berikut. 

a. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya 

terkait antara satu dengan lain secara logis. 

b. All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu 

menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada 

kekurangan hukum. 

c. Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, 

norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.7 

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti aturan hukum yang sesuai perihal 

penetapan dispensasi perkawinan, terutama penormaan terhadap dispensasi 

perkawinan tersebut yang memerlukan pengkajian hukum yang lebih dalam 

karena secara langsung berbenturan dengan batas umur minimal perkawinan. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah unsur-unsur abstrak 

yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala 

menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. 

Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik 

perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan 

atribut-atribut tertentu.8 Pendekatan ini digunakan dalam rangka merumuskan 

suatu konstruksi hukum perkawinan perihal dispensasi perkawinan yang sesuai 

dengan tujuan dibentuknya suatu Undang-Undang Perkawinan dimana salah satu 

dasar pemikiran Undang-Undang tersebut adalah untuk membentuk perkawinan 

yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu cara 

untuk mewujudkannya yakni mencegah perkawinan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam batas usia yang secara hukum tidak dibenarkan oleh Undang-

Undang Perkawinan tersebut. 

Pendekatan Historis atau Pendekatan Sejarah (Historical Approach), 

penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan 

                                                           
7Ibid, hlm 302-303.  

8Ibid, hlm. 306.  
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seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu 

sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat 

memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu 

lembaga atau ketentuan hukum tertentu.9 Pendekatan ini digunakan sebagai 

pedoman dalam rangka memecahkan rumusan masalah yang pertama dikarenakan 

dalam hal menaganalisa suatu pasal atau ayat yang dikaitkan dengan pasal atau 

ayat yang lainnya dibutuhkan suatu pemahaman yang mendalam mengenai tujuan 

awal dibentuknya pasal atau ayat tersebut, dimana dalam hal ini penulis 

menganalisa tujuan awal dirumuskannya pasal mengenai syarat batas usia 

minimal perkawinan dan dispensasi perkawinan untuk kemudian dikaitkan satu 

sama lain. 

 

1.4.3 Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu 

sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan non 

hukum. 

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 

1945, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), 

Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda).10 Bahan hukum primer 

yang digunakan dalam skripsi ini antara lain adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

                                                           
9Ibid, hlm. 318-319.  

10Ibid, hlm. 295-296.  
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3050); 

4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-

Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan 

Peraturan Perundang-undangan Perkawinan. 

 

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku 

teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (deherseende 

leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, 

yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik 

penelitian.11 Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini 

adalah berupa buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas 

serta pendapat para ahli yang digunakan dalam rangka menemukan istilah-istilah 

hukum yang dipakai. 

 

1.4.3.3 Bahan Non Hukum 

Bahan non hukum atau disebut juga bahan hukum tersier adalah bahan 

hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.12 

Lebih lanjut, bahan non hukum ini dapat berupa penelitian yang terdiri atas buku 

teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku 

ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia 

umum, media elektronik seperti internet dan lain-lain. Bahan ini penting karena 

mendukung dalam proses analisis hukumnya. 

                                                           
11Ibid, hlm. 296.  

12Ibid, hlm. 296.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


10 
 

 
 

Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus 

hukum dan bahan-bahan yang diambil di internet sebagai bahan pelengkap bahan 

hukum primer dan sekunder. 

 

1.4.4 Analisis Bahan Hukum 

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan 

hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran 

ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan 

penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.13 

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap bahan 

hukum adalah Deduktif yaitu suatu metode yang menggambarkan hal-hal yang 

bersifat umum dan berakhir pada suatu simpulan yang bersifat khusus. Langkah-

langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk 

menetapkan isu hukum yang relevan. Selanjutnya melakukan telaah atas isu 

hukum yang diajukan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi 

yang manjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi 

yang dibuat dalam bentuk kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan 

karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. 

 

 

 

                                                           
13Ibid, hlm. 297.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perkawinan 

2.1.1 Pengertian Perkawinan 

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan 

terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan ziwaaj. Perkataan nikah 

menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya 

(hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian sebenarnya nikah 

adalah dham yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”; 

sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah wathaa yang berarti “setubuh”.14 

Sementara di Indonesia hukum negara telah merumuskan pengertian perkawinan 

tersebut yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam pengertian yang demikian tersirat suatu tujuan mulia dari perkawinan itu 

sendiri yakni untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal abadi 

berdasarkan Ketuhatan Yang Maha Esa. 

Kemudian dijelaskan bahwa membentuk keluarga bahagia itu erat kaitannya 

dengan keturunan, yang pemeliharaan dan pendidikannya, menjadi hak dan 

kewajiban orang tua. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan 

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.15 Selain itu, bentuk 

keluarga yang kekal abadi itu tidak hanya memiliki unsur jasmani saja tetapi 

unsur rohani yakni berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa harus tetap ada hal ini 

bertalian erat dengan ajaran agama yang dipeluk oleh calon suami isteri.

                                                           
14Rachmadi Usman, 2006, Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di 

Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 268.  

15Taufiqurrahman Syahuri, Op., Cit., hlm 166. 
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Berbeda dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik 

meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam 

Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: 

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 
mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 
rahmah.”16   
 
Menurut  Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat 

dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-

mengasihi, tenteram dan bahagia.17 

Pengertian tersebut semakin menegaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri 

dimana dalam mewujudkannya dibutuhkan suatu syarat dan ketentuan yang ketat 

seperti ikatan lahir batin atau persetujuan kedua belah pihak sebelum 

melangsungkan perkawinan, batas usia minimal yang telah ditentukan, izin dari 

kedua orang tua ataupun dari pengadilan apabila kedua belah pihak belum 

mencapai batas usia yang telah ditentukan. Semua syarat tersebut mutlak harus 

dipenuhi agar tujuan mulia dari perkawinan dapat tercapai. 

 

2.1.2 Asas-asas Perkawinan 

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mancapai 

kesejahteraan spirituil dan material. 

                                                           
16Ibid, hlm. 268.  

17Moh. Idris Ramulyo, 2004, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1-2.  
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b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu 

tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya: kelahiran, kematian 

yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat 

dalam pencatatan. 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas 

monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena 

hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat 

beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami 

dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. 

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip, 

bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 

keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan 

diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, 

perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. 

Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk 

kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan 

itu, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 

19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 

kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus 

ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. 
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f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, 

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan 

dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. 

Mengenai prinsip yang keempat perihal pembatasan usia kawin khusus 

untuk penduduk muslim, di dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas batas 

umur untuk kawin. Sehingga ada yang berpendapat perkawinan anak-anakpun jika 

dilakukan oleh wali masing-masing adalah sah, pendapat ini didasarkan atas hadis 

riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, yang berbunyi “Telah dikawini aku 

(Aisyah) oleh Rasulullah ketika aku berumur enam tahun, dan ia mencampuriku 

ketika aku berumur sembilan tahun”. Akan tetapi kalau seorang gadis tidak 

bersedia atau menolak untuk dikawinkan, walinya tidak boleh mengawinkan anak 

gadis itu dengan paksa. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim dari Ibnu 

Abbas, yang menyatakan, “Seorang gadis yang akan dikawinkan harus dimintai 

persetujuannya, yang dapat ditandai dengan diamnya”. Keharusan adanya 

persetujuan itu menunjukkan bahwa Islam menganut prinsip kerelaan dalam 

perkawinan. 

Apabila hal ini diteliti secara seksama, ajaran Al-Qur’an tentang tujuan 

perkawinan seperti tersebut di dalam surat Ar-Rum ayat 21, untuk mencapai 

ketentraman hidup dalam suasana saling mencinta dan kasih sayang, maka 

perkawinan anak-anak (belum dewasa) sulit dibayangkan dapat mencapai tujuan 

tersebut,18 Karena dibutuhkan suatu umur yang logis dalam artian telah dewasa 

untuk dapat membina bahtera rumah tangga terlebih lagi faktor-faktor lain seperti 

ekonomi akan menjadi syarat yang fundamental karena kewajiban suami mencari 

nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya wajib hukumnya. 

 

2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa: 

                                                           
18Taufiqurrahman Syahuri, Op., Cit., hlm. 176-177.  
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(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu.  

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Ketentuan pasal tersebut mensyaratkan suatu perkawinan harus berdasarkan 

hukum agama dan kepercayaan serta harus diacatatkan, hal ini adalah syarat sah 

yang masih umum dan harus dipenuhi oleh calon suami isteri sebelum 

melangsungkan perkawinan, derivasi dari pasal tersebut Undang-Undang secara 

lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, 

kelengkapan administrasinya, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. 

Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam 

Undang-Undang sebagai berikut19: 

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.  

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.  

3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 

wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup 

dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.  

5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat 

2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 

menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan  dalam daerah tempat 

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan 

                                                           
19Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40-41.  
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orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar 

orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dalam pasal ini.  

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku 

sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu  dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Selain itu, Undang-Undang juga mengatur tentang persyaratan usia minimal 

bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan 

jalan keluar apabila ketentuan usia minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal 

ini Undang-Undang mengatur sebagai berikut20: 

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam 

belas) tahun. 

2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta 

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua 

orang tua pihak pria atau pihak wanita.  

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 

tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga 

dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 

mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 

Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami isteri 

dan keturunan.21 Selain itu, amanat dari pengaturan pembatasan umur minimal 

diatas dimaksudkan agar seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus 

dewasa. Makna dewasa ini berimbas pada hak dan kewajiban atas suami atau 

isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan kewajiban itu 

sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki 

dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan 

tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk 

                                                           
20Ibid, hlm. 41-42.  

21Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

hlm. 77.  
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menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan 

masing-masing.22 

 Penetapan batas usia tersebut berdasarkan asumsi bahwa pada usia 

tersebut, baik pria maupun wanita dianggap telah matang untuk melaksanakan 

perkawinan serta dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Kalau usia perkawinan 

lebih rendah, tujuan perkawinan akan sulit dicapai, sebab baik fisik maupun 

mental, mereka belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah 

tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian perkawinan. Beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan menyimpulkan, angka perceraian lebih tinggi 

pada perkawinan usia muda.23 Berbagai hal terutama mengenai batas usia 

perkawinan tersebut patut menjadi pertimbangan bagi pasangan yang akan 

melangsungkan perkawinan agar tujuan yang mulia dari perkawinan sebagaimana 

telah tercantum dalam pengertian perkawinan dapat diwujudkan. 

 

2.2 Dispensasi Perkawinan 

2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan 

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan; 

suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan, bahwa suatu 

ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana 

diajukan oleh seorang pemohon atau dispensasi (van der pot) dapat diartikan 

sebagai suatu keputusan yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan 

yang ada pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan.24 Mengenai  dispensasi 

perkawinan yang demikian, hal tersebut sebenarnya telah resmi diatur dalam Pasal 

7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat 

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua 

orang tua pihak pria atau pihak wanita.” 

                                                           
22Amir Syarifuddin, 2007, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh 

Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, hlm. 68.   

23Rahmat Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 85-86.  

24Setiawan Widagdo, 2012, Kamus Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hlm. 138.  
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Pasal tersebut memberikan arti bahwa apabila seorang pria atau wanita yang 

akan melangsungkan perkawinan tetapi belum memenuhi batas umur minimal 

yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal tersebut yakni untuk pria 19 (sembilan 

belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, maka menurut ketentuan ayat (2) 

tersebut dapat dimintakan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang 

ditunjuk, dalam artian dispensasi tersebut menjadi suatu ketentuan baru yang 

memperbolehkan calon pasangan baik pria maupun wanita untuk melangsungkan 

perkawinan walaupun batas umurnya bertentangan dengan batas umur yang telah 

ditentukan oleh Undang-Undang.  

Selain Undang-Undang perkawinan tersebut bagi yang beragama Islam 

dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi 

terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang 

Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 

Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja 

Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan 

Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, yaitu:  

a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum 

mencapai umur minimum, yakni: 

1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 

2) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana 

dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974. 

b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang 

belum mencapai umur minimum, yaitu: 

1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan 

calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan 

pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; 

2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut apada ayat (1) 

pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; 
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3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan 

berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk 

memeberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama 

memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; 

4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk 

memenuhi persyaratan mekangsungkan pernikahan. 

c) Demikian pula halnya dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur 

minimum, pasal 14 mengatur pula dispensasi yang berlaku bagi suami 

yang ingin beristeri lebih dari satu. Ketentuan tersebut sebagai berikut: 

1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, 

maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai 

alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi 

tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang 

terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan; 

2) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; 

3) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil 

dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975; 

4) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi 

pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama 

memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari 

seorang kepada yang bersangkutan.25 

Peraturan Menteri Agama dalam hal ini mengatur juga tentang dispensasi 

bagi calon mempelai beragama Islam yang melakukan perkawinan campuran, hal 

ini termaktub dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa: 

1) Apabila salah seorang calon mempelai beragama Islam yang 

berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan 

                                                           
25Sudarsono, Op., cit., hlm. 42-43.   
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campuran, diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah 

yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud Pasal 60 

Undang-Undang Perkawinan. 

2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperlukan 

juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak 

melangsungkan perkawinan tidak menurut Agama Islam.  

Adanya dispensasi perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

berbagai terminologi diatas maka dengan itu seseorang telah dianggap dewasa dan 

cakap melakukan perbuatan hukum termasuk perkawinan, bahkan ketentuan 

dispensasi perkawinan ini berdampak progresif artinya apabila dikemudian hari 

ditemukan kedua pasangan yang mendapat dispensasi tersebut telah berpisah atau 

bercerai, maka statusnya masih dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan 

hukum apapun dikarenakan putusnya perkawinan tidak menyebabkan 

pendewasaan yang diperoleh dari dispensasi perkawinan menjadi tercabut. 

 

2.2.2 Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan 

Terhadap seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan 

tetapi batas umur minimal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 

untuk pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun belum bisa 

dipenuhi oleh kedua calon mempelai maka sebagaimana ketentuan lebih lanjut 

Undang-Undang mengatur untuk meminta suatu dispensasi perkawinan kepada 

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi mereka yang beragama Islam 

telah jelas disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengenai perkara 

perkawinan salah satunya yakni menangani Dispensasi Perkawinan,26 untuk lebih 

tegasnya dalam Pasal 1 huruf  b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

telah diatur secara jelas pengadilan yang dimaksud baik yang beragama Islam atau 

agama yang lainnya bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka 

yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”. Jadi pengajuan 

                                                           
26Mardani, 2009, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Konstitusi, 

Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 55.   
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penetapan ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam 

dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Adapun syarat-syarat 

dalam pengajuan dispensasi perkawinan tersebut kedua calon mempelai harus 

mempersiapkan sebagaimana tercantum dibawah ini: 

1) Surat Permohonan;  

2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 (satu) lembar  yang 

dimateraikan Rp 6.000,-; 

3) Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat  yang 

menerangkan  penolakan karena masih dibawah umur atau Surat 

Keterangan dari Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-muslim. 

4) Foto  copy  akta  kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan  

atau foto  copy sah  ijazah  terakhir  masing-masing 1 (satu) lembar  

yang dimateraikan Rp 6.000,-.27 

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi mengenai prosedur pengajuan 

dispensasi perkawinan ini sama halnya dengan pengajuan gugatan pada 

umumnya. Majelis hakim akan membuka sidang untuk menetapkan pemberian 

dispensasi perkawinan kepada pemohon, hakim menetapkan dengan berbagai 

pertimbangan hukum yang merujuk pada alasan-alasan pemohon mengajukan 

dispensasi perkawinan tersebut. Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan 

dispensasi perkawinan tersebut maka akta salinan dari  Penetapan  Dispensasi 

Perkawinan dibawa  ke Kantor  Urusan  Agama  (KUA) tempat  calon  mempelai  

tersebut akan  melangsungkan  perkawinan atau Kantor Catatan Sipil bagi yang 

beragama non-muslim guna dijadikan sebagai alat bukti  terpenuhi syarat-syarat 

perkawinan terutama perihal batas umur dalam melangsungkan perkawinan. 

                                                           
27Dea Agustina Suardini dkk., 2013, Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui 

Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, E-Journal, hlm. 5, Diakses pada 28 

September 2016 pukul 10.52 WIB. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan; 

suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan, bahwa suatu 

ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana 

diajukan oleh seorang pemohon. Sedangkan Dispensasi Perkawinan yang 

tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan adalah bentuk penyimpangan secara sah terhadap 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai batas usia minimal 

Perkawinan dimana perumusan mengenai batas usia ini disusun secara matang 

guna mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Jadi dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa penyimpangan dari pasal tersebut yakni dalam bentuk 

dispensasi perkawinan secara jelas menyalahi prinsip dasar dari perkawinan 

yang salah satuya yakni mencegah perkawinan dibawah umur, karena dengan 

adanya dispensasi perkawinan ini justru membuka jalan bagi para pasangan 

muda untuk melangsungkan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan 

sehingga mendorong maraknya perkawinan usia dini di Indonesia. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa pengaturan dispensasi perkawinan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinann tersebut secara tidak langsung menghilangakan fungsi 

dari pengaturan Pasal 7 ayat (1) yang merumuskan mengenai batas usia 

minimal untuk melangsungkan perkawinan. 

2. Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan terhadap 

pasangan usia muda dikategorikan menjadi akibat hukum terhadap pasangan 

yang tidak hamil ataupun telah hamil. Adapun akibat hukum bagi para 

pasangan yang tidak hamil yakni akan mendorong lahirnya perkawinan siri 

dikarenakan perkawinan yang demikian adalah jalan satu-satunya setelah 

ditolaknya dispensasi perkawinan agar hubungan bagi keduanya dikategorikan 

sebagai hubungan yang sah walaupun hal ini dipandang sah menurut 
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hukum agama saja karena tidak melalui proses pencatatan menurut hukum 

negara, selain itu, akibat lainnya yakni semakin mendorong maraknya 

kehamilan diluar perkawinan dikarenakan para pasangan berasumsi bahwa 

kebanyakan penetapan dari hakim terhadap dispensasi perkawinan bersandar 

pada si wanita telah hamil terlebih dahulu padahal tidak seluruhnya demikian 

adanya. Sedangkan akibat hukum penolakan dispensasi perkawinan terhadap 

pasangan yang salah satu pihaknya telah hamil terlebih dahulu yakni akan 

membuat status si anak yang dikandung wanita tersebut menjadi anak luar 

kawin, sehingga perihal nasabnya atau dalam hal pewarisan, perwalian serta 

hubungan keperdataan lainnya putus dengan bapaknya kecuali terdapat 

pengakuan atas anak tersebut dari bapaknya. Akibat yang lainnya yakni dapat 

juga mendorong perkawinan secara siri guna menutupi aib diantara keduanya. 

 

4.2 Saran 

1. Sejatinya setiap aturan memiliki tujuan yang melatarbelakangi mengapa 

peraturan tersebut dibuat, seperti halnya pengaturan batas usia minimal untuk 

kawin ditujukan guna mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur agar 

tercipta keluarga yang tentram, sehat dan sejahtera. Tetapi mengenai 

dispensasi perkawinan dibuat justru lebih melindungi setiap pasangan usia 

muda untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum 

negara, jelas hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap batas usia 

tersebut yang secara tegas akan berdampak yakni mendorong perkawinan usia 

dini dan membuat pengaturan mengenai batas usia minimal tersebut tidak 

memiliki fungsi. Untuk itu penulis merekomendasikan untuk mencabut Pasal 

7 ayat (2) yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan dengan 

pertimbangan bahwa mudharatnya lebih besar apabila pasal tersebut tetap 

diberlakukan karena akan semakin mendorong derasnya perkawinan usia dini 

di Indonesia yang sejatinya Undang-Undang Perkawinan melarang hal 

tersebut. Selain pencabutan terhadap pasal tersebut, sebaiknya pemerintah 

juga memberikan pendidikan terkait kesehatan reproduksi dan bahaya seks 

sejak dini agar pasal yang mengatur mengenai batas usia perkawinan tersebut 
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dapat diketahui tujuan dibentuknya dan dapat diamalkan dengan sebaik-

baiknya. 

2. Adakalanya suatu permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh pengadilan 

atau pejabat lain yang ditunjuk dikarenakan dasar dari penetapan dispensasi 

perkawinan ini hanya berpatokan pada keyakinan hakim dan setiap hakim 

pastinya akan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam melihat suatu 

kasus, tentunya hal ini akan membuat suatu penetapan tidak obyektif, apabila 

kemudian dicantumkan suatu syarat untuk diberikannya suatu dispensasi 

perkawinan hal ini juga dirasa kurang tepat karena hal tersebut justru akan 

memberikan jalan bagi pasangan usia muda untuk melangsungkan perkawinan 

dalam usia yang tidak dibenarkan, sebaiknya sebelum melangsungkan 

perkawinan para pasangan harus memenuhi batas usia minimal untuk kawin 

agar keduanya dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan sejahtera, 

kalaupun pada kenyataannya salah satu pihak telah hamil diluar perkawinan 

yang sah karena perbuatannya sendiri, seharusnya negara tidak kemudian 

melindungi dengan bentuk dispensasi perkawinan, sudah sepatutnya kedua 

pasangan tersebut mendapatkan hukuman atas pelanggarannya terhadap batas 

usia minimal untuk kawin bukan mendapatkan perlindungan atas 

perbuatannya itu.  
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